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ABSTRAK

Putusan serta merta (witvoerbaar bij voorraad) adalah putusan yang dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun
kasasi. Untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (uwitvoerbaar bij voorraad)
haruslah terpenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal
191 ayat 1 Rbg. Apabila dilihat secara sekilas nampaknya Pasal 180 ayat 1 HIR, dan
Pasal 191 ayat 1 Rbg serta SEMA-SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
sudah cukup mengatasi masalah, akan tetapi dalam realisasinya apabila pemohon
eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut tidak mampu
menyediakan jaminan senilai barang yang akan dieksekusi maka putusan tersebut
tidak ada artinya. Dengan adanya hal ini adanya jaminan menjadi satu hal yang urgen
dalam eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), akan tetapi hingga
saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara penentuan jaminan
dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),
khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dalam putusan perkara
Nomor:112/Pdt.G/2000/PN.Yk. Sedangkan tujuan diadakannya jaminan adalah untuk
mengembalikan keadaan semula apabila putusan yang lebih tinggi ternyata berbalik.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.
Pendekatan yuridis adalah suatu pedekatan yang mengarah pada persoalan boleh
tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasar norma-norma yang berlaku. Sedangkan
pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari
pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan sesuai
dengan hukum Islam yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya
permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

Dari uraian penelitian tentang putusan Nomor 112/Pdt.G/2000/PN.Yk dapat
disimpulkan bahwa cara penentuan jaminan terkait dengan permohonan putusan serta
merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah dengan
mempercayakan kepada kebijakan ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk
menentukan besarnya jumlah jaminan yang harus disediakan. Dalam tinjauan hukum
Islam, cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) termasuk dalam kategori maslahat tahsiniyah yang
bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi dar suatu putusan demi
kemaslahatan yang akan dicapai, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu lil ikhtiyat
yang berarti lebih berhati-hati.
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MOTTO

“Niscaya kedamaian akan selalu ada
Jika kita lebih memilih menjadi seorang

pemaaf daripada seorang yang menghakimi”

"Sepahit apapun kehidupan yang IeitajaLawi,

Hakaiwl,ah bahwa skenario Allah akawn berakhir

dengawn indah pada saatnya nanti”
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HALAMAN PERSEMBAHAN

cemara menderai sampat jauh

Terasa havi akawn jadi malam

Ada beberapa dahaw ditingkap merapuh
Dipukul angin yang terpendam

ARu serarang orangnya bisa tahan
Suodah berapa waktu bukan kanak lagi
Tapt dulu memang ada suatu bahan

Yang bukawn dasar perhitungan kini
Hidup hanya menunda kekalahan
Tambah terasing dari cinta sekolah rendah
pan tahu, ada yang tetap tidak terucapkan

Sebelum pada akhirnya kita menyerah

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGIKU
DENGAN TULUS
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988

Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I.  Konsonan Tunggal

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba’ b be
< Ta’ t te
& Tsa s es (dengan titik di atas)
z Jim | J je
z Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
- Kha’ kh ka dan ha
J Dal d de
3 Zal z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin s es
v Syin sy es dan ye
Ul Sad S es (dengan titik di bawah)
U Dhad d de (dengan titik di bawah)
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h Tha’ t te (dengan titik di bawah)
b2} Za’ z zet (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
E Gain g ge

" Fa’ f ef

A Qaf q qi

& Kaf k ka

Jd Lam I ‘el

p Mim m ‘em

) Nun n ‘en

) Waw W W

5 Ha h ha

& Hamzah i apostrof

S Ya’ y ye

II.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

dadalia ditulis muta'addidah
bas ditulis ‘iddah
III. Ta’Marbitah di akhir kata
a.  bila dimatikan tulis A
daSa ditulis hikmah
i ditulis Jizyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b.  bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan A

A S sl ditulis karamah al-auliva

(o2 bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulis ¢

3L Lhadl) ditulis zakat al-fitr

IV. Vokal Pendek

— ditulis a
— ditulis i
s ditulis u
V. Vokal Panjang
| Fathah + alif dityg a
' alala ditulis Jjahiliyah
5 Fathah + ya’ mati ditulis 3
' ol ditulis lansa
3 Kasrah + ya' mati s I
) PYBS ditulis karim
4 Dammah + wawu mati digulig .
) 358 ditulis Surad
V1. Vokal Rangkap
| Fathah + ya’ mati ditulis ai
' . ditulis bainakum
5 Fathah + wawu mati ditulis au
' Jsd ditulis gaul
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VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
‘aﬁ“ ditulis a'antum
cae ditulis u'iddat
Ol A S ditulis la’in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam
a.  Bila diikuti huruf Qamariyyah

Sl ditulis al-Qur’an

i) ditulis al-Qiyas

-

b.  Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (e/)nya

£ Laad) ditulis as-Sama’

ranal) ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

93 gl 1 ditulis zawi al-furid

Jal Al ditulis ahl as-Sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (rechstaar) yang menjadi klaim pemerintah Indonesia
belum menginjak pada tataran yang sempurna. Hal ini terlihat dari banyaknya
perkara perdata yang dalam proses penyelesaiannya selalu membutuhkan waktu
yang cukup lama, bahkan ada yang sudah mendapatkan putusan yang mana
putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)
akan tetapi eksekusinya belum pasti, sehingga sering menciderai rasa keadilan
dari masyarakat. Pengadilan yang menjadi benteng terakhir bagi para pencari
keadilan ternyata sering mengecewakan masyarakat, tugas hakim sebagaimana
tertuang dalam setiap kepala putusan yaitu: “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa® adalah memberikan keadilan atas setiap perkara
sering terabaikan, kebanyakan hakim cenderung beranggapan bahwa tugasnya
hanyalah memainkan suatu permainan sesuai dengan peraturan.’

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau
sengketa serta menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata
hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau
eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan

belumlah cukup dan tidak berarti putusan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena

! Majid Khadduri, Teologi Keadilan, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), him. IX.



itu suatu putusan harus menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk
kemudian direalisir, maka keputusan hakim adalah mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam
putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.”

Pada dasarnya suatu putusan perdata dapat di eksukusi apabila sudah
berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), artinya dalam tenggang waktu
tertentu tidak dapat diajukan upaya hukum biasa oleh pihak yang berkepentingan
yakni banding, kasasi, maupun perlawanan. Oleh karena itu apabila putusan
diajukan upaya hukum tersebut adalah perkara itu menjadi mentah kembali,
dalam kata arti kekuatan hukum tetap dari putusan akan mengalami kemunduran.
Mengingat penyelesaian perkara perdata sampai dengan dijatuhkan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diprediksi akan membutuhkan
waktu lama, padahal di sisi lain hal ini merupakan hal yang urgen agar putusan
dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap
kepentingan penggugat, maka Undang-Undang memberikan pengecualian dengan
digunakannnya lembaga hukum witvoerbaar bij voorraad (putusan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, putusan serta merta). Konsep dasar yang

melatarbelakangi lembaga hukum ini adalah pengecualian terhadap prinsip umum

211.

? Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), him.



hukum eksekusi, artinya apabila tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, hakim

tidak perlu menerapkan lembaga hukum ini.}

Secara Reglementer lembaga hukum ini tertuang dalam Pasal 180 ayat (1)

HIR (Herzein Indonesich Reglement), Pasal 191 ayat (1) Rbg yang menyebutkan :

Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dilaksanakan

terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada alat bukti berupa

surat otentik atau bukti tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima
sebagai bukti atau jika ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
demikian juga jika dikabulkan tuntutan sementara (provisionil), di dalam
perselisihan tentang hak milik.

Selain itu putusan serta merta juga diatur dalam Pasal 54 dan 55 Rv, Pasal

54 Rv berbunyi : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun

dapat diajukan banding atau perlawanan akan diperhatikan :

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.

2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak
terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui,
apabila perkara diputuskan dengan verstek.

3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat

dilawan atau dibanding lagi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk

? Sutanto, Legal Anotasi dalam Laporan Kegiatan Eksaminasi Surat Edaran Mahkamah
Agung tentang Ulitvoerbaar Bij Voorraad, (Yogyakarta : ICM, 2004).



memberi perintah dengan atau tanpa tanggungan. Adapun yang dimaksud
tanggungan, tidak lain adalah jaminan.

Pasal 55 Rv berbunyi : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan,
walaupun banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa
tanggungan, antara lain :

1. Segala sesuatu yang dilakukan dengan putusan sementara.
2. Hak milik.

Walaupun pasal-pasal tersebut memberikan dasar bahwa putusan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu namun dalam prakteknya banyak mengalami
kesulitan. Putusan serta merta (uitvoerbﬁar bij voorraad) dapat dijatuhkan apabila
salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 54 Rv dipenuhi, sedangkan apabila
hanya terdapat syarat yang termuat dalam Pasal 55 Rv yang terdapat pula dalam
Pasal 180 ayat (1), hendaknya hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan
serta mertanya.* Dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang salah satu pasalnya
menegaskan untuk adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang
atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila
ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
pengadilan tingkat pertama. Meskipun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

ini hanya mengikat para hakim secara empiris saja namun setidaknya sudah ada

* Dewi Nurul Mustjari, Legal Anotasi dalam Laporan Kegiatan Eksaminasi Surat Edaran
Mahkamah Agung tentang Ultvoerbaar Bij voorraad., (Y ogyakarta, ICM, 2004).



pedoman yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
tekhnis terhadap lembaga UBV (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Apabila dilihat secara sekilas nampaknya SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini sudah cukup
mengatasi masalah, akan tetapi di dalam praktik apabila pihak yang memohonkan
eksekusi terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut tidak
mampu menyediakan jaminan senilai barang yang akan di eksekusi, maka putusan
tersebut tidak ada artinya. Meskipun tujuan diadakannya jaminan adalah untuk
mengembalikan keadaan semula apabila putusan pengadilan yang lebih tinggi
ternyata berbalik, akan tetapi untuk menetapkan atau menentukan besarnya
jumlah atau nominal jaminan tersebut tidak ada aturannya yang jelas dan rinci
atau tidak ditentukan langsung dalam putusan majelis hakim tersebut, jelas hal
demikian ini sangat tidak menguntungkan bagi pemohon eksekusi, yang pada
akhimya untuk menentukan jaminan tersebut semuanya diserahkan kepada
kebijakan dan kearifan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama
sebagai eksekutor dalam perkara perdata, keadaan seperti ini tentunya sangat
membuka peluang untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
yang di dalam lembaga peradilan disebut dengan judicial corruption atau yang
akrab disebut sebagai mafia peradilan.

Putusan dengan nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk adalah salah satu perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikabulkan permohonan

pelaksanaan putusan serta mertanya, kasus ini adalah satu contoh akibat dari



belum adanya aturan yang jelas untuk menentukan jumlah jaminan jika ada satu
perkara dimohonkan untuk dieksekusi dengan serta merta.

Terkait dengan putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk ini Majelis
Hakim memilih untuk menyerahkan pada kebijkan ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta untuk menentukan jumlah jaminan yang harus disediakan oleh
pemohon eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), lazimnya yang
terjadi adalah ketua Pengadilan Negeri khususnya Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta tidak dengan segera melakukan tindakan (action) yang terkait dengan
cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) dikarenakan tugas yang telah menumpuk sebagai
seorang Ketua Pengadilan Negeri, maka asas cepat dalam beracara terabaikan.

Meskipun dalam Pasal 54 RV telah disebutkan bahwa pelaksanaan
putusan (eksekusi) terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) boleh
dengan atau tanpa tanggungan, adapun yang dimaksud dengan tanggungan, tidak
lain adalah jaminan. Tetapi pada realisasinya jika pemohon eksekusi tidak
menyediakan jaminan, dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta belum
melakukan tindakan (action) untuk menentukan jumlah jaminan yang harus
disediakan oleh pemohon eksekusi,, ataupun karena pemohon tidak mampu
menyediakan jaminan tersebut, maka putusan serta merta tersebut tidak dapat
dilaksanakan.

Belum adanya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan

pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penentuan jaminan dalam hal



adanya permohonan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) berakibat semakin
terbukanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme antara pejabat
pengadilan dengan pihak yang memohon dilaksanakannya putusan serta merta
tersebut, dimana hal ini jelas-jelas dilarang dalam hukum khususnya hukum
Islam.

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota di mana masyarakatnya sangat
beragam jenis suku, agama, status sosialnya menjadi satu fenomena yang sangat
menarik untuk diadakan berbagai macam penelitian di dalamnya, salah satu
diantaranya adalah penelitian dalam lembaga peradilan khususnya mengenai cara
penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan
Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk membahas
meneliti mengenai : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan
Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar
Bij Voorraad) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor :

112/Pdt.G/2000/PN Yk.)



B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang menjadi
inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan
serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta
dalam perkara perdata Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk?

2. Bagaimana tinjavan hukum Islam terhadap cara penentuan jaminan dalam hal

‘adanya permohonan putusan serta merta (uifvoerbaar bij voorraad) di
Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor:

112/Pdt.G/2000/PN.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan cara penentuan jaminan dalam
hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di
Pengadilan Negeri Yogyakarta
b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam atas cara penentuan
jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Kegunaan Penelitian :
a. Memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang

Hukum Acara Perdata di Indonesia



b. Sebagai upaya sumbangsih terhadap keilmuan, juga diharapkan bisa
memberi kontribusi untuk memperkaya pemahaman kita tentang cara
penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad) dalam proses peradilan perdata Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat digunakan
untuk memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan teliti melalui
khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk
memperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas.

Sejauh ini meskipun tidak banyak pembahasan mengenai putusan serta
merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan cara penentuan jaminannya tidak terlalu
sulit untuk menemukan pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi,
jurnal ataupun dalam bentuk buku. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi
yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) adalah : skripsi yang disusun oleh Dedi Tridasa, yang berjudul
“Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij

Voorraad) dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta”
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yang membahas tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan putusan
(Eksekusi) terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).’

Sedangkan dalam bentuk buku ada karangan Sudikno Mertokusumo, yang
berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Bab II tentang cara mengajukan
tuntutan hak, menjelaskan bahwa apabila terhadap suatu putusan diajukan
perlawanan, dimintakan banding, atau kasasi, maka putusan tersebut belum dapat
dilaksanakan karena tindakan-tindakan tersebut menghentikan usaha pelaksanaan
putusan dan menyebabkan perkaranya menjadi mentah kembali (Pasal 128 ayat 1,
180 ayat 1 HIR, 152 ayat 1, Pasal 191 ayat 1 Rbg, Pasal 84 ayat 2, 346 Rv).
Meskipun demikian dimungkinkan untuk melaksanakan suatu putusan lebih dulu
(putusan serta merta, witvoerbaar bij voorraad) sedangkan terhadap putusan
tersebut diajukan perlawanan, banding atau kasasi, apabila diperintahkan oleh
hakim di dalam putusannya atas permintaan penggugat. Di dalam Pasal 180 HIR
(Pasal 191 Rbg) memang tidak ada ketentuan bahwa pelaksanaan putusan “bij
voorraad” harus dimintakan oleh penggugat, akan tetapi mengingat bahwa acara
perdata itu sifatnya formil, dimana hakim bersifat menunggu, maka dalam hal ini
hakim secara ex officio (tanpa diminta) tidak dapat memerintahkan “putusan dapat

dilaksankan lebih dulu™.®

’ Dedi Tridasa, Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar
Bij Voorraad) dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.

¢ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, him. 58.
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Hakim dapat memerintahkan pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan
yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas permintaan pihak yang
bersangkutan. Jadi tidak dengan sendiriya hakim harus memerintahkan
pelaksanaan lebih dulu, walau diminta sekalipun oleh penggugat dan syarat-
syaratnya telah terpenuhi pula. Di dalam praktek pada umumnya permohonan
pelaksanaan putusan lebih dahulu selalu dikabulkan. Walaupun memenuhi syarat-
syarat tetapi pelaksanaan putusan lebih dahulu ini banyak menimbulkan kesulitan,
karena tidak jarang putusan banding kemudian ternyata bertentangan dengan
putusan witvoerbaar bij voorraad tersebut, sehingga sering sulit memulihkan
keadaan kembali seperti keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut
(restitutio in integrum).

Tentang jaminan dalam hal pelaksanaan putusan lebih dahulu itu tidak
terdapat dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 54 dan 55 Rv. Pelaksanaan lebih
dulu dari suatu putusan itu harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam
Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg yaitu :

1. Apabila ada surat yang sah (authentieke titel).

2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian.

3. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

4. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisionil.

5. Dalam perselisihan tentang hak milik.
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Banyaknya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai
putusan serta merta menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta (Pasal
180 HIR) dalam prakteknya tidak memuaskan. Boleh dikatakan terhadap setiap
perkara dijatuhkan putusan serta merta, dalam praktek putusan serta merta
dikabulkan berdasarkan bukti yang keotentikannya dibantah oleh pihak lawan
dengan bukti yang otentik pula, hakim tidak memberikan pertimbangan hukum
yang jelas. Ketua Pengadilan Tinggi tanpa meneliti secara cermat mengabulkan
permohonan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama untuk
melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan, yang lebih parah adalah kalau
putusan akhir ternyata berbeda dengan putusan serta merta, sehingga seringkali
sukar untuk memulihkan kembali keadaan sesudah putusan serta merta dalam
keadaan semula.

Setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Agama, selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan
Disyaratkan pula adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang
eksekusi untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak lain apabila ternyata
kemudian dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat
pertama. Akhirnya semua itu tergantung pada kearifan, dedikasi, kepedulian dan

pengetahuan serta integritas hakim.’

7 Ibid., hlm. 61.
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M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara
Perdata menyebutkan putusan serta merta witvoerbaar bij voorraad adalah
putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta,
meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.®

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para
pihak.’ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh
hakim di persidangan, maka dari itu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai
kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim dipersidangan, dan
putusan yang diucapkan dalam persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda
dengan yang tertulis (vonnis).'°

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumya
hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.'! Maka
dari itu hakim diharapkan bersikap tidak memihak dan mendengar keterangan

dari kedua belah pihak (audi et elteram partem).

® M. yahya Harahap Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 897.
? Ibid., him. 202.
1 Ibid,

1 1bid
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Setiap putusan perkara perdata dapat dilaksanakan apabila suatu putusan
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (incracht van
gewijsde) dan apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.'> Akan
tetapi untuk melindungi kepentingan penggugat maka diadakan lembaga UBV
(uitvoerbaar bij voorraad), putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu), hal ini
sebagai salah satu realisasi pemeriksaan perkara di Pengadilan, yaitu asas cepat,
sederhana dan baiaya ringan.

Selain itu telah diatur dalam HIR, Rbg dan Rv, dalam hal ini Mahkamah
Agung sebagai puncak peradilan berkepentingan untuk menjalankan fungsi
mengatur (regelende functie) kepada para hakim dibawahnya dengan
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan beberapa Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) yang pada dasarnya hanya merupakan ketentuan yang
bersifat imperatif saja.

Untuk mengabulkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) hakim
hendaknya harus hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus ada,
antara lain:

1. Adanya bukti surat otentik atau tulisan tangan yang diakui oleh Undang-
Undang.

2. Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti sebagai dasar
gugatan.

3. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan.

2 1bid.
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4. Dalam sengketa menyangkut hak milik.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan
fakta yang hendak diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, serta
untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian.

Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah putusan yang dapat
dilaksanakan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung
dilaksanakan cksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum
memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde)."> Maksudnya, hakim
berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan
supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih
dahulu:

1. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res
Jjudicata).
2. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.'*

Seperti yang dikatakan Subekti dalam bukunya yang berjudul Aneka

Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata bahwa praktik penerapan putusan

yang dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta, uitvoerbaar bij

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
1992), him. 177.

4 M. yahya Harahap, Hukum Acara, hlm. 898.
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voorraad), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim.
Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim boleh
menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat
terbatas. Pada sisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu
berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan
itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.'> Sekiranya putusan tersebut
telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau
membongkar bangunan obyek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding
atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat,
berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (restorated to the
original condition).'®

Dari uraian-uraian di atas jaminan adalah hal yang urgen ketika ada
permohonan putusan serta merta (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,
uitvoerbaar bij voorraad) dalam suatu kasus peradilaan perdata, karena dengan
adanya jaminan akan memberi perlindungan kepada pihak yang termohonkan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Dapat dilihat betapa besar resiko
yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan
terlebih dahulu (putusan serta merta, witvoerbaar bij voorraad), maka untuk

memperkecil resiko yang dimaksud selain mengadakan lembaga jaminan,

3 Ibid., hlm. 898.

18 Ibid.
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Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak

menjatuhkan putusan yang seperti itu."’

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek
penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan cara penentuan
jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dalam pengertian
tidak sekadar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis
interpretasi. Data yang diperoleh dijabarkan secara sistematis agar dengan
mudah dapat dipahami.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Metode dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur akan
dipaparkan dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah
sedang data yang didapat adalah bahan hukum yang bersifat mengikat

yang terdiri dari putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk. (data primer),

7 Ibid.
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peraturan perundang-undangan, Instruksi Mahkamah Agung, Surat Edaran
Mahkamah Agung dan bahan hukum yang mengandung dan erat
kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-
makalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan erat
dengan obyek penelitian.

b) Metode wawancara, adapun metode yang dipakai untuk wawancara
penyusun adalah menggunakan metode wawancara bebas dan terpimpin
yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam
hal ini sebagai subyek penelitian adalah hakim pemeriksa perkara dan
panitera (sekretaris) Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku pelaksana
eksekusi dalam perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

3. Pendekatan
Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji
permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan

boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasar norma-norma atau ketentuan

yang berlaku.'® Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati
masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan

yang berlaku di Indonesia dan tata aturan yang sesuai dengan hukum Islam

'8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT.Rineka
Cipta, 1993), hlm. 133.
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yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi
terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode
kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat data yang
diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta terkait dengan cara penentuan jaminan dalam hal adanya
permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dengan cara
berfikir induktif, yakni menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal
yang bersifat umum, yaitu metode ini digunakan ketika data masih bersifat

khusus yang kemudian dianalisis kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam menyusun karya tulis ini, pembahasan akan dirangkai menjadi lima
bab pokok bahasan. Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II berisi tentang pengertian mendasar tentang putusan dan jaminan
mencakup pengertian putusan, jenis-jenis putusan, susunan dan isi putusan, dan

macam-macam sita jaminan.
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Bab III berisi tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam hukum acara
perdata mencakup kekuatan putusan, upaya hukum terhadap putusan, hakikat dan
jenis-jenis pelaksanaan putusan.

Bab IV berisi analisis cara penentuan jaminan dalam hal adanya
permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri
Yogyakarta mencakup cara penentuan jaminan dalam Putusan Nomor :
112/Pdt.G/2000/PN YKk, tinjauan hukum Islam terhadap cara penentuan jaminan
dalam Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk.

Bab V yang merupakan penutup dari ragkaian pembahasan skripsi ini,
menyimpulkan hasil-hsil penelitian yang penyusun peroleh dan saran-saran yang
mungkin diperlukan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab dimuka, maka penyusun
dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dengan
putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk adalah dengan cara yang telah
ditentukan, yaitu majelis hakim pemeriksa perkara mempercayakan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai eksekutor dalam perkara
perdata untuk menentukan jumlah jaminan yang harus disediakan oleh
pemohon eksekusi.

2. Cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut hukum
Islam merupakan salah satu dari maslahat tahsiniyah, cara penentuan jaminan
bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi dari suatu
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) demi kemaslahatan yang akan
dicapai, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu /il ikhtiyat yang berarti lebih
berhati-hati. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari
kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat

luas.
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B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran

antara lain :

1

Hendaknya setiap perkara yang dimohonkan untuk dilaksanakan secara serta
merta, cara penentuannya jaminannya adalah dengan mendatangkan lembaga
swasta independen (aprrecel) yang lebih mengetahui dan memahami taksiran
harga obyek sengketa.

Jika Majelis hendak menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad), selayaknya tidak perlu memberitahukan kepada ketua Pengadilan
Negeri Yogyakarta. Karena selain tidak merealisasi asas cepat dalam proses
beracara, hal itu adalah satu intervensi pada independensi peradilan.

Terkait dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad), Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak perlu
meminta ijin terlebih dahulu kepada ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
untuk merealisasi asas cepat sebagaimana tujuan diadakannya lembaga
uitvoerbaar bij voorraad.

Hendaknya eksekusi terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
tidak harus dengan jaminan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah
pemohon eksekusi mampu atau tidak untuk menyediakan jaminan. Hal ini
merupakan realisasi dari asas biaya ringan dalam pemeriksaan perkara.
Seandainya di rasa perlu dengan jaminan, maka besarnya jumlah jaminan

hendaknya ditentukan langsung dalam putusan Majelis Hakim yang
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menangani kasus tersebut, dan untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang akrab disebut judicial corruption
alangkah lebih baik jika untuk menentukan besarnya jumlah jaminan dalam
hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), ketua

Pengadilan Negeri Yogyakarta mendatangkan lembaga swasta independen

(apprecel).
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